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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak


Banyak pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, antara lain pendapat Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo sebagaimana dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, yaitu sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

(2003;4)

Pendapat berikutnya menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo dalam buku Perpajakan,  mengemukakan bahwa: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar  pengeluaran umum.”

(2003;1)

Selanjutnya, pendapat S. I. Djajadiningrat seperti dikutip oleh Siti Resmi dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

(2003;1)

Sedangkan pengertian pajak menurut Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock yang diterjemahkan oleh Moh. Zain kemudian dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”
(2006;22)


Dari beberapa definisi yang telah dikemukan diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak sebagaimana dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, yaitu sebagai berikut:

 “1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

2. Pajak dapat dipaksakan

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend”

(2006;23-25)

Sedangkan, Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, menambahkan satu lagi ciri yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

“Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.”

(2003;5)

Adapun penjelasan mengenai ciri-ciri dan unsur pokok dalam pengertian pajak sebagaimana kutipan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah tax base dan tax rate harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.

2. Pajak dapat dipaksakan

Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan, maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tindakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal, seperti yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu: 

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.”

(2000;Pasal 7 Ayat 1)
Sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditujukan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, menjelaskan bahwa: 

“Tindakan pidana fiskal merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan wajib pajak yang oleh undang-undang diancam pidana, karena melawan atau bertentangan dengan hukum, yang dapat merugikan masyarakat dan negara dilakukan di bidang perpajakan.”

(2006;24)

Tindakan pidana fiskal yang melawan atau bertentangan dengan hukum:

a. Alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan tidak benar.

b. Sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara.

c. Pengulangan tindak pidana.

Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah hukuman pidana penjara.

Wewenang fiskus untuk memaksa juga dapat dalam bentuk penyitaan dan pelelangan harta wajib pajak. Jika sampai dengan batas waktu tertentu penagihan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, fiskus memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan. Apabila sampai dengan batas waktu pengumuman lelang wajib pajak yang disita hartanya tidak memenuhi kewajibannya, maka harta tersebut dilakukan pelelangan untuk dapat membayar kewajiban perpajakan wajib pajak kepada negara.

Fiskus juga berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan dan penyanderaan. Yang dimaksud pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah.

Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparatur negara maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.

5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend
Fungsi budgetair (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi regulerend adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Fungsi Pajak


Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya fungsi pajak yang merupakan kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum karena suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Umumnya dikenal dua macam fungsi pajak seperti yang dijelaskan oleh Siti Resmi dalam buku Perpajakan: Teori dan kasus, yaitu:

 “1. Fungsi budgetair 

2. Fungsi regulerend”
(2003;2)

Adapun penjelasan mengenai fungsi pajak sebagaimana kutipan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair


Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.


Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. 

Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain: 

a. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti  akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak ada salah interprestasi, akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerima pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

b. Tingkat intelektual masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka secara umum akan memudahkan wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup, tentunya akan dapat melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan.

Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan, maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka, akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Petugas pajak harus berkompeten dibidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

d. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran yang penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai operating arms dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat.

2. Fungsi Regulerend


Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair. 


Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak terdiri dari 2 (dua) fungsi yaitu fungsi utama pajak (budgetair) yang merupakan fungsi yang pertama kali ada secara historis. Dan yang kedua, fungsi tambahan (regulerend) yang merupakan alat kebijakan untuk mencapai tujuan. 

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak


Pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus harus berdasarkan asas-asas tertentu sehingga dengan asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa berdasarkan undang-undang dari harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

 “1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You Earn.
4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin.”

(2003;14-15)

Asas pemungutan pajak lainnya yang dikemukakan oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan, yaitu:

 “1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.”

(2006;38-39)

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, hendaknya perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga tercipta keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang diperlukan lagi.

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak


Dalam hukum pajak dikenal tiga macam sistem yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan. Sistem tersebut harus nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang masing-masing pajak. Fiskus dan wajib pajak harus menaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang. Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu menyebutkan tiga cara pemungutan pajak, yaitu:

 “1. Sistem Fiktif

2. Sistem Nyata (Riil)

3. Sistem Campuran.”

(2006;39-40)

Adapun penjelasan dari kutipan diatas, yaitu:

1. Sistem Fiktif


Sistem fiktif diterapkan pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 (satu) Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya, banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapat fiktif atau dinilai berdasarkan pendapat yang salah. 


Penilaian pajak tahunan dihitung menurut sistem fiktif. Pendapatan secara total yang diperoleh dari berbagai sumber sejak tanggal 1 Januari setiap tahun digunakan sebagai jumlah pendapatan yang dikenakan pajak, jumlah ini dapat membedakan dari pendapatan yang nyata apabila wajib pajak tidak mempunyai sumber pendapatan reguler.

2. Sistem Nyata (Riil)


Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

3. Sistem Campuran


Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua sistem diatas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian, beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

2.1.5 Jenis Pajak


Terdapat berbagai macam jenis pajak seperti yang dikemukakan oleh Siti Resmi dalam buku Perpajakan: Teori, dan Kasus, disebutkan bahwa:

“Jenis pajak menurut golongannya terdiri dari: Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, pajak menurut sifatnya terdiri dari: Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, serta pajak menurut lembaga pemungutnya terdiri dari: Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.”

(2003;6-8)

Penjelasan mengenai kutipan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, menjelaskan pengertian pajak menurut golongannya, yaitu sebagai berikut:

“Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (tax burden) tidak dapat dilimpahkan (no tax shifting) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh UU Pajak untuk memikul beban pajak sudah jelas, yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya, tetapi kepada seseorang atau badannya. 

Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang (tax burden) dapat dilimpahkan (tax shifting) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Tax Incidence dari pelimpahan adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya pada konsumen akhir.”

(2006;44)

Sedangkan Siti Resmi dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, menyampaikan definisi pajak menurut golongannya, adalah sebagai berikut:

“Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.”

(2003;6-7)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak langsung harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Sebaliknya pajak tidak langsung, dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif


Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, menjelaskan pengertian pajak menurut sifatnya, sebagai berikut:

“Pajak subjektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak. 

Pajak objektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak.”

(2006;44-45)

Sedangkan Mardiasmo dalam buku Perpajakan, menjelaskan pajak menurut sifatnya, adalah:

“Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.”

(2003;5-6)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak subjektif dikenakan terhadap orang atau subjek pajaknya. Sedangkan pajak objektif dikenakan terhadap objek pajaknya atau apa yang akan dikenakan pajak.

3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah


Pengertian pajak pusat dan daerah menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan, yaitu:

“Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.”

(2003;6)

Sedangkan, menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, dijelaskan bahwa:

“Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.”

(2006;45)


Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak pusat dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah, pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian NPWP


Nomor Pokok Wajib Pajak yang biasa disingkat dengan NPWP, diartikan oleh Mardiasmo dalam buku Perpajakan, adalah sebagai berikut:

“Suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.”

(2006;14)

Sedangkan Siti Resmi dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, menyebutkan bahwa:

“Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

(2003;22-23)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa NPWP merupakan sarana administrasi perpajakan, juga sebagai identitas atau pengenal diri dalam pelaksanaan perpajakan yang dilakukannya.

2.2.2 Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP



Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP. 



Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. 



Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. 



Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 



WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.  

2.2.3 Tata Cara Pendaftaran NPWP

Untuk mendapatkan NPWP, Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan beberapa lampiran sebagaimana dijelaskan oleh Soni Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, yaitu sebagai berikut:

 “1. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: 

a. fotokopi KTP/KK bagi penduduk Indonesia;

b. paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang sekurang-kurangnya  lurah atau kepala desa bagi wajib pajak orang Asing. 

2. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

a. fotokopi KTP/KK bagi penduduk Indonesia;

b. paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak orang Asing;

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. 

3. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong: 

a. fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan;

b. fotokopi KTP bendaharawan.

4. Wajib pajak badan : 

a. fotokopi akta pendiri;

b. fotokopi KTP salah satu pengurus;

c. fotokopi SIUP/SITU dari instansi yang berwenang;

d. surat kuasa apabila dikuasakan.

5. Joint operation: 

a. melampirkan fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation; 

b. fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation; 

6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar.” 

(2006;147)

Bagi wajib pajak yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, harus datang ke KPP atau KP4 dengan membawa lampiran-lampiran yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi orang pribadi yang bersangkutan.

2.2.4 Fungsi NPWP


Fungsi NPWP terdapat dalam penjelasan Pasal 1 (2) UU No. 16 Tahun 2000 sebagaimana dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, yaitu sebagai berikut:

 “1.   Untuk mengetahui identitas wajib pajak.

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.

4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya dalam surat setoran pajak).

5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misalnya, dokumen impor, dokumen ekspor).

6. Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.”

(2006;145)

Sedangkan, menurut Siti resmi dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk:

 “1.   Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak; 

2. Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (pembayaran pajak); 

3. Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan; 

4. Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu.”

(2003;23)


Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi NPWP dapat digunakan sebagai identitas diri wajib pajak yang digunakan dalam kewajiban perpajakan, sehingga administrasi perpajakan lebih mudah diawasi.

2.2.5 Penghapusan NPWP dan Persyaratannya


Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dijelaskan oleh Siti Resmi dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, sebagai berikut:

          “1.   Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.

2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak selesai dibagi.

4. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. 

6. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.”

(2003;25)

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa NPWP bisa menjadi tidak berlaku atau bahkan dihapuskan manakala wajib pajak memenuhi kondisi-kondisi yang telah disebutkan diatas.

2.2.6 Penerbitan NPWP Secara Jabatan

KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan NPWP secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.7 Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.”

(2000;Pasal 39 Ayat 1)

2.3 Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

Semua orang menyadari bahwa pada umumnya orang merasa enggan membayar pajak. Sifat ini universal. Di negara Amerika yang tingkat kesadaran pajaknya sudah sangat tinggi pun, masih sering ditemui adanya penyelundupan pajak. Apalagi di negara kita di mana tingkat kesadaran pajaknya masih sangat rendah, keengganan untuk membayar pajak sangat dominan. Berbagai cara dilakukan, antara lain dengan tidak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP). Walaupun mempunyai usaha yang sukses, orang cenderung berusaha untuk sembunyi dari pajak. Kecenderungan untuk sembunyi dari pajak itu merupakan suatu sikap yang keliru. 

Tingkat kesadaran pajak masih sangat rendah, walaupun sudah banyak upaya dilakukan melalui berbagai penyuluhan, seminar, loka karya, pelatihan, simulasi, brosur, majalah, surat kabar, TV, radio, dan sebagainya, tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak bertambah secara signifikan. 

2.3.1 Pengertian KP4

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, disebutkan bahwa: 

“Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan yang selanjutnya disebut KP-4 adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP.”

(2001;Pasal 44 Ayat 1)


Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan adalah unit terkecil dari Kantor Pelayanan Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak.

2.3.2 Tugas dan Fungsi KP4

Adapun tugas dan fungsi dari Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, yaitu sebagai berikut:

          “1. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;

2. Pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak;

3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu KPP dan KPPBB;

4. Pelaksanaan administrasi KP-4.”

(2001;Pasal 46)

Adapun penjelasan atas tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat

Kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan yang mutlak dilaksanakan oleh administrasi perpajakan agar masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyuluhan diartikan sebagai:

“Proses, cara, perbuatan menyuluh; penerangan.”
(2002;1101)

Berdasarkan pengertian tersebut, DJP merumuskan pengertian penyuluhan dibidang perpajakan dengan maksud agar dapat digunakan sebagai landasan kerja. Adapun pengertian yang dirumuskan DJP mengenai Penyuluhan perpajakan adalah suatu sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan perpajakan secara berkesinambungan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan anggota masyarakat tersebut untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penyuluhan dilaksanakan oleh penyuluh perpajakan yang telah mempunyai pengetahuan, pengalaman, keahlian, serta keterampilan dibidang perpajakan. Sehingga hanya petugas penyuluh yang memenuhi kualifikasi tertentu yang dapat ditunjuk atau dingkat sebagai penyuluh dalam arti sebagai tenaga fungsional. Hal ini dimaksudkan agar penyuluhan dapat dilaksanakan secara profesional sehingga tujuan penyuluhan dapat tercapai dengan baik.

Tujuan penyuluhan perpajakan yang dirumuskan oleh DJP, adalah untuk:

a.  Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya peranan pajak bagi suatu negara agar negara tersebut mampu melaksanakan pembangunan nasionalnya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakannya yang bagi seorang warga negara hak dan kewajiban perpajakan tersebut merupakan pula hak dan kewajiban kenegaraan.

c. Meningkatkan kemauan masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Meningkatkan kepatuhan (tax compliance) wajib pajak termasuk pemungut pajak dan para bendaharawan yang ditunjuk dan diberi tanggungjawab untuk memungut dan menyetorkan pajak tersebut.

e. Mendorong keikutsertaan lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan (non pemerintah) agar turut serta mendukung pelaksanaan sistem pemungutan pajak baru.

f. Memperbaiki dan memelihara citra perpajakan.

Penyuluhan itu sendiri merupakan suatu proses komunikasi. Penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan harus mengetahui dan menguasai teknik berkomunikasi yang baik serta ciri-ciri sasaran yang akan disuluh. Yang menjadi ruang lingkup penyuluhan pada dasarnya seluruh anggota masyarakat. Namun, dengan pertimbangan tertentu, sasaran penyuluhan oleh DJP diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu:

1. Sasaran utama yaitu sasaran yang menjadi tujuan utama dari penyuluhan. Sasaran utama itu antara lain:

a. Masyarakat pada umumnya;

b. Masyarakat wajib pajak, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar;

c. Aparatur negara.

2. Sasaran pendukung yaitu sasaran yang diharapkan akan mendukung penyebarluasan informasi perpajakan tersebut. Yang termasuk dalam sasaran pendukung ini antara lain adalah:

a. Konsultan Pajak, sebagai mitra kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam membina  dan menyadarkan wajib pajak;

b. Instansi Pemerintah baik Departemen maupun Lembaga non Departemen;

c. Lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan dan lain sebagainya.

2. Pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak

Pengamatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut:

“Pengawasan terhadap perbuatan (kegiatan keadaan) orang lain; penelitian; perbuatan mengamati dengan penuh.”

(2002;30)

Sedangkan, potensi diartikan sebagai berikut:

“Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya.”

(2002;890)

Berdasarkan pengertian diatas, pengamatan potensi perpajakan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka mengamati orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan atau kemungkinan untuk membayar pajak. Dalam hal ini, KP4 akan mengamati masyarakat untuk melihat dan mencari potensi-potensi pajak yang baru, baik terhadap subjek maupun objeknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, monografi diartikan sebagai berikut:

“Tulisan (karangan, uraian) mengenai satu bagian dari suatu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu.” 

(2002;664)

Maksudnya, KP4 mempunyai tugas untuk membuat uraian dalam bentuk tulisan sebagai suatu laporan atas hasil pengamatan yang dilakukannya. Monografi berisi gambaran potensi pajak disuatu wilayah yang digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan dibidang perpajakan.

3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu KPP dan KPPBB

Selain tugas-tugas diatas, KP4 juga bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perpajakan dalam rangka membantu KPP dan KPPBB menjalankan tugasnya. Pengertian pelayanan disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

“Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); jasa.” 

(2002;571)

Pelayanan yang diberikan oleh KP4 bisa berupa konsultasi wajib pajak tentang permasalahan dibidang perpajakan. Dalam hal ini, KP4 juga memberikan pelayanan dalam pendaftaran NPWP dan membantu pengisian SPT, apabila wajib pajak tidak mengetahui caranya.

4. Pelaksanaan administrasi KP4

Administrasi yang dilakukan KP4, sama halnya dengan administrasi yang dilakukan KPP sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

“Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggraan pembinaan organisasi.”

(2002;8)

Administrasi tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan kantor dan tata usaha. Administrasi yang dilakukan KP4 meliputi: keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam menunjang tugas dan fungsi Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Menteri Keuangan memberikan pengarahan yang disampaikannya dalam Rakernas tanggal 1-2 Juni 2005, yaitu sebagai berikut:

          “1.   Pembukaan

2. Dalam sistem self assessment, yang dianut perpajakan Indonesia, pemungutan pajak diserahkan kepada masyarakat WP, yang berarti bahwa WP diberi kepercayaan untuk mendaftar sendiri, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fungsi aparat pajak hanya memberikan pelayanan, pembinaan/penyuluhan, pengawasan dan penerapan sanksi.

3. Memang dipahami bahwa DJP. Telah melakukan berbagai upaya penyuluhan, Seperti: tatap muka langsung dengan WP, seminar, acara-acara di TV penyiaran PSA, billboard, spanduk, videotron, leaflet, booklet dan lain-lain. 

4. Namun image masyarakat saat ini mengenai pajak masih buruk. Keluhan masyarakat: sosialisasi pajak kurang, peraturan pajak sulit dimengerti/ rumit, tidak mengerti kewajiban pajaknya, tax ratio masih rendah, orang pajak selalu ujung-ujungnya duit dan sebagainya, yang kesemuanya itu menyebabkan citra DJP di mata masyarakat semakin terpuruk. 

5. Untuk itulah penyuluh pajak harapkan dapat memberikan informasi dan bimbingan yang benar dan juga rasional serta memberikan penjelasan dan menjawab keluhan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat sadar akan kewajibannya. Cara penyampaiannya ada bermacam-macam, lewat media, elektronik, konsultasi langsung, buletin, radio, talkshow, dll. 

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, diperlukan ketulusan dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan bangsa dan negara ini. 

Ketulusan mencerminkan bahwa dalam melaksanakan tugas negara harus mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan lainnya, yaitu dengan mencurahkan segala daya upayanya. 

Kesungguhan mencerminkan bahwa dalam melaksanakan tugas negara harus memahami setiap tugas-tugasnya dan selalu waspada (keep aware) dalam melaksanakan tugas tugasnya serta mengetahui apa saja yang seharusnya dilakukan. 

6. Perbaikan citra DJP sebagian besar terletak di tangan penyuluh pajak ini. Tugas penyuluh pajaklah untuk memperbaiki image DJP. Keberhasilan seorang penyuluh memang tidak dapat diukur secara matematis, namun dapat diukur dengan indikasi: 

a. meningkatnya tingkat kepatuhan WP (antara lain dengan bertambahnya jumlah WP), 

b. berkurangnya kecaman/keluhan masyarakat. 

7. Semoga dengan strategi kehumasan dan pemanfaatan media, sesuai tema Rakernas, dapat ditemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi Pajak (KP4), khususnya dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pembinaannya. 

8. Pernyataan penutupan Rapat Kerja Nasional secara resmi.”


(2005;1-2)

Dengan adanya pengarahan dari Menteri Keuangan terkait dengan tugas dan fungsi KP4, diharapkan image masyarakat mengenai citra DJP menjadi lebih baik lagi dan dapat mempengaruhi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.3.3 Pemeriksaan Oleh KP4

Berdasarkan dengan hasil pemantauan beberapa daerah yang mengalami kesulitan transportasi sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan administrasi perpajakan khususnya di bidang pemeriksaan, maka untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan di daerah tersebut disusun suatu kebijakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.7/2002 tentang Pemeriksaan Oleh Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, dengan ketentuan sebagai berikut :

          “1.  Wajib Pajak yang dapat diperiksa oleh KP4 adalah Wajib Pajak yang domisili atau lokasinya jauh dari jangkauan Kantor Wilayah DJP, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak, yang berada di wilayah Propinsi Maluku dan Papua, serta Pulau Kalimantan dan Sulawesi.

2.
KP4 dapat melaksanakan pemeriksaan setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari Kantor Wilayah DJP atasannya, dengan mempertimbangkan:

a. tetap mendahulukan tugas pokok dan fungsinya;

b. memiliki kedudukan terdekat dengan Wajib Pajak yang akan diperiksa;

c. memiliki sumber daya yang memenuhi kriteria sebagai Pemeriksa Pajak.

3.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan atau Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dapat mengusulkan KP4 yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya.

4.

Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah DJP atau atas usul dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan atau Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan KP4 yang diijinkan untuk melakukan pemeriksaan dengan cara memberikan penugasan pemeriksaan kepada Kepala KP4 yang bersangkutan. Setiap penugasan pemeriksaan yang diberikan kepada Kepala KP4 harus diberitahukan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait.

5.
Ruang Lingkup pemeriksaan yang dapat dilaksanakan oleh KP4 adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).

6.
Jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh KP4 adalah:

a. Pemeriksaan Rutin;

b. PSL dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak;

c. PSL untuk tujuan penagihan pajak.

7.
Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh KP4 berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Kepala KPP atasannya.

5. Apabila dikemudian hari ternyata bahwa KP4 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan atau karena sebab-sebab lain berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah DJP, ijin untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dapat dicabut.”

(2002;1)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KP4, harus berdasarkan izin dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan, pemeriksaan bukan merupakan tugas wajib dari KP4, melainkan KP4 hanya membantu apabila wajib pajak tersebut berada di daerah yang sulit untuk dijangkau oleh KPP, namun berada lebih dekat dengan KP4.

2.3.4 Keputusan Bersama

Dilihat dari sudut pandang memori Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan:

“Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.”

(2000;I. 3a)

Salah satu problem yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak ialah menambah jumlah wajib pajak terdaftar (ekstensifikasi). Dalam sistem pemungutan pajak yang lama di mana tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah (official assessment system), kewajiban ekstensifikasi dan atau pemberian Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Pada tahun 1983 pemerintah melakukan tax reform. Sistem pemungutan pajak dirombak total dari official assessment menjadi self assessment. Masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sesuai dengan sistem ini penambahan jumlah wajib pajak (ekstensifikasi) juga diserahkan kepada anggota masyarakat wajib pajak dengan cara mendaftarkan diri. 

Dalam sistem self assessment ini DJP tidak lagi secara aktif melakukan pemberian NPWP, tetapi hanya melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan memberikan penyuluhan, pengetahuan perpajakan menyangkut tata cara, prosedur dan sanksi. 

Untuk memperbaiki keadaan itu, DJP lalu mengambil alternatif lain. Atas kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sistem self assessment dibuat menjadi semi self assessment.
Semua upaya ekstensifikasi wajib pajak di atas, selama ini dilakukan oleh DJP sendiri. Sejauh ini tidak ada kontribusi dari pihak pemerintah daerah, mungkin karena merasa tidak mempunyai kepentingan langsung. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, disebutkan dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Penghasilan, bahwa: 

“Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk pemerintah daerah tempat wajib pajak terdaftar.” 

(2000;Pasal 31C)

Dengan adanya pembagian penerimaan, sekarang kondisinya berubah. Pemerintah Daerah kini mempunyai kepentingan langsung atas jumlah penerimaan pajak pusat yang menjadi bagiannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah seyogyanya juga concern ikut mengupayakan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar. Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE–324/PJ./2002 tentang Pencarian/Pengumpulan Data dari Pihak Ketiga dan Sosialisasi Program Ekstensifikasi/Intensifikasi Perpajakan yang menyebutkan bahwa DJP memberi instruksi kepada kepala kantor wilayah, yaitu sebagai berikut:

“Segera menindaklanjuti Nota Kesepahaman (memorandum of Understanding) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dan Gubernur/Kepala Daerah setempat, dengan langkah-langkah kerjasama yang nyata dengan melibatkan para kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;”

(2002;2b)

Momentum ini lalu dimanfaatkan dengan diterbitkannya beberapa Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah dan Direktur Jenderal Pajak dengan Pemprop Jawa Barat ditandatangani akhir 2001. Isi Keputusan Bersama itu antara lain memuat tugas dan wewenang gubernur sebagai berikut:

          “1.   Membantu penyediaan data mengenai wajib pajak di daerah. 

2. Membantu optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 di daerah.

3. Membantu sosialisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 dan tata cara pendaftaran wajib pajak di daerah.

4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan keputusan bersama ini.

5. Melakukan evaluasi dan membuat usulan kepada Direktur Jenderal Pajak atas penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di daerah.”

(2001;Pasal 25)

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Kepala KPP Tasikmalaya dan Walikota Banjar dengan menerbitkan Keputusan Bersama yang ditandatangani pada Juni 2004. Isi Keputusan Bersama itu antara lain memuat tugas dan wewenang walikota, yaitu sebagai berikut:

 “1.   Membantu penyediaan data mengenai wajib pajak di Kota Banjar

2. Membantu optimalisasi pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Banjar.

3. Membantu sosialisasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dam [sic!] Intensifikasi Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 di Kota Banjar.

4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

5. Melakukan evaluasi dan membuat usulan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Banjar.”

(2004;Pasal 5)

Maksud dan tujuan kerja sama adalah untuk melakukan ekstensifikasi (perluasan) wajib pajak dan intensifikasi (peningkatan mutu penetapan) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Daerah dengan membentuk tim koordinasi. 

Tugas Tim Koordinasi antara lain melakukan sosialisasi, menyediakan data mengenai wajib pajak dari instansi di daerah, melakukan penyisiran (sweeping) di RT/RW, memberikan NPWP di tempat, dan lain-lain. Ujung tombaknya adalah pemerintah daerah. Biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

2.4 Program Ekstensifikasi Tax Based atas Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4.1 Pengertian Ekstensifikasi

Pengertian ekstensifikasi dijabarkan dalam Surat Edaran Nomor SE- 06/PJ.7/2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak, yaitu:

“Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak.”

(2004;1)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar atau dengan kata lain bertambahnya jumlah NPWP yang terdaftar.

2.4.2 Tujuan Ekstensifikasi

Program ekstensifikasi tax based atas wajib pajak dalam jangka pendek ditujukan dalam rangka peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penyempurnaan basis data subyek dan obyek pajak. Sedangkan dalam jangka panjang, ditujukan untuk menyempurnaan administrasi perpajakan, meningkatkan law enforcement, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Liberti Pandiangan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang menulis artikel yang berjudul Ekstensifikasi dan Equal Treatment dalam Bisnis Indonesia yang kemudian di posted kedalam www.google.com,  mengatakan bahwa: 

“Ekstensifikasi sebenarnya juga merupakan upaya untuk menerapkan equal treatment [huruf miring dari saya, penulis]”.

(2007;1)

Adapun penjelasan mengenai tujuan-tujuan ekstensifikasi, adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan Administrasi Perpajakan

Menurut A. Dunsire sebagaimana dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu yang sebelumnya diterjemahkan oleh Yeremias T. Keban, mengartikan administrasi sebagai :

“Arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.”

(2006;71)

Menurut Sophar Lumbantoruan (1997) seperti dikutip Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, teori, dan isu, menyebutkan bahwa:

“Administrasi perpajakan (tax administration) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.”

(2006;72)

Prosedur dalam administrasi pajak meliputi tahap-tahap antara lain:

“Pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion).”

(2006;72)

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakannya.

Carlos A. Silvani sebagaimana dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu yang sebelumnya telah diterjemahkan oleh Gunadi, menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut:

          “1.   Wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers)

Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tapi belum terdaftar. Penambahan jumlah pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

3. Penyelundupan pajak (tax evaders)

Penyelundup pajak (tax evaders), yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak pajak (delinquent tax pavers)

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik.”

(2006;72-73)

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan taxpayers dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Toshiyuki menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara, hal ini kemudian diterjemahkan oleh Gunadi dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, yaitu sebagai berikut:

          “1.   Administrasi    pajak   harus   dapat   mengamankan   penerimaan 

negara.

2. Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan.

3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.

4. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.

5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.

6. Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.

7. Memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.

8. Bisa memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.”

(2006;74)


Dari kutipan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi harus dapat menerapkan sanksi hukum yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan yang telah ditentukan. Dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan diharapkan akan berimbas pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga administrasi dapat mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Meningkatkan Law Enforcement
Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment memberikan peran aktif bagi wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkannya sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Karena hal tersebut, maka kepatuhan dari wajib pajak sangatlah penting. Kepatuhan wajib pajak dapat ditegakkan salah satunya dengan upaya penegakan hukum (law enforcement).

Pilar-pilar penegakan hukum pajak (tax law enforcement) menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, adalah:

“Pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation), dan penagihan pajak (tax collection).”

(2006;131)

Adapun penjelasan dari kutipan diatas, adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)

UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi pengertian mengenai pemeriksaan, yaitu: 

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2000;Pasal 1 Angka 24)

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam buku Perpajakan Indonesia, adalah sebagai berikut:

 “1.   Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,yang dapat dilakukan dalam hal:

a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi;

b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan;

c. Surat Pemberitahuan memenuhi criteria yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak;

d. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada butir (b) tidak dipenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP; 

b. pemberian pengukuhan dan pencabutan pengukuhan;

c. penentuan besarnya jumlah angsuran pjak dalam suatu Masa Pajak bagi Wajib Pajak baru;

d. Wajib Pajak mengajukn keberatan dan banding;

e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan;

f. pencocokan data dan atau alat keterangan;

g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah tertentu;

h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21;

i. pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan selain huruf a sampai dengan huruf  h. Sebagai contoh pengaduan dari pihak ketiga.”

(2003;47)

b. Penyidikan Pajak (Tax Investigation)

Mardiasmo dalam buku Perpajakan, mengemukakan pengertian mengenai penyidikan, yaitu:

“Penyidikan di  bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi, dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan.”

(2003;36)

Sedangkan, pengertian penyidikan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan.”

(2006;135)

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan pada dasarnya memang merupakan tindakan penegakan hukum yang dianggap perlu, karena dengan dilakukan penyidikan yang bermuara pada tuntutan hukum dengan ancaman pidana diharapkan akan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyidikan merupakan upaya terakhir dalam rangka penegakan hukum, apabila upaya-upaya sebelumnya tidak cukup memadai untuk diterapkan.

c. Penagihan Pajak (Tax Collection)

Pengertian penagihan menurut Rochmat Soemitro seperti yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, teori, dan Isu, yaitu:

“Perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.”

(2006;174)

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan   Surat   Tagihan   Pajak,   Surat Ketetapan  Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

· Surat Teguran

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran.

· Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan  oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan  pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh  ribu rupiah). Utang pajak  harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak

· Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi,  Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

· Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari  setelah tindakan penyitaan, utang  pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan  secara  lelang  melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan  paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

3. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) sebagaimana dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, teori dan Isu, sebagai:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

(2006;110)

Sedangkan, pengertian wajib pajak patuh menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, adalah:

“Wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.”

(2006;114)

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang karena jika wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak.Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang.

Kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan isu, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

“Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.”

(2006;112)

Administrasi perpajakan di Indonesia perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki, maka faktor-faktor lain akan terpengaruh. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya yang baik. Dengan kondisi tersebut, maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi. Penurunan tarif juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan tarif yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

4. Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pajak merupakan komponen penting penerimaan negara. Sekitar 80 persen total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbang dari penerimaan perpajakan. Tidak heran kalau pemerintah memberi perhatian khusus pada sektor ini untuk mengamankan penerimaan negara.

Pemerintah Republik Indonesia setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dengan menganut sistem anggaran berimbang, yaitu antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran sama besarnya. Hal ini diungkapkan oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, yaitu sebagai berikut:

“Penerimaan negara menurut APBN dan RAPBN adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dalam negeri, terdiri dari:

a. Penerimaan migas

b. Penerimaan nonmigas

2. Penerimaan pembangunan, terdiri dari:
a. Bantuan program 

b. Bantuan proyek
Pengeluaran negara menurut APBN dan RAPBN adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran rutin, terdiri dari:

a. Belanja pegawai

b. Belanja barang

c. Subsidi daerah otonom

d. Bunga dan cicilan utang

e. Pengeluaran rutin

2. Pengeluaran pembangunan
a. Pembiayaan rupiah

b. Bantuan proyek”
(2006;46-47)
Guna tercapainya penerimaan pajak yang tercantum di dalam RAPBN tersebut, diharapkan kepada seluruh wajib pajak agar dapat menunaikan kewajiban kenegaraannya dengan mengisi SPT yang dilandasi kejujuran dan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan program ekstensifikasi wajib pajak. Dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar, dapat berimbas pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak.

5. Menerapkan Equal Treatment
Satu hal penting lagi, bahwa ekstensifikasi juga ditujukan sebagai upaya untuk menerapkan equal treatment. Secara bahasa, equal treatment adalah perlakuan yang sama dalam perpajakan bagi seluruh masyarakat. Karena prinsip dasar perpajakan tidak boleh ada diskriminasi. 

Bila bercermin dari kondisi masyarakat, ada yang sudah ber-NPWP dan ada yang belum, jelas bagi masyarakat ini merupakan diskriminasi. Merasa tidak diperlakukan sama dalam perpajakan dan kewajiban bernegara. Bila equal treatment ini tidak juga dilaksanakan oleh masyarakat, yakni mendaftarkan sebagai wajib pajak, dapat dikenakan pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP, yaitu:

“Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”.

(2000;Pasal 38)

Dan juga dapat dikenakan pasal 39 UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP, yakni:

“Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.”

(2000;Pasal 39)

2.4.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Adapun ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak yang dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Esktensifikasi Wajib pajak dan Intensifikasi Pajak, adalah sebagai berikut:

           “1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); 

2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;

3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;

4. Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahuan yang bersangkutan;

5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.”

(2001;1)

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi bukan hanya pemberian NPWP terhadap subjek pajak saja, baik secara jabatan ataupun tidak. Melainkan, terhadap objek yang akan dikenakan pajak atau perluasan objek yang akan dikenakan pajak.

2.4.4 Data yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi data intern dan data ekstern disebutkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Esktensifikasi Wajib pajak dan Intensifikasi Pajak, antara lain:

          “1.  Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih;

2. Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp.300.000,- atau lebih;

3. Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp.100.000.000,- atau lebih;

4. Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang Paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut);

5. Tenaga Kerja Asing (expatriate) [huruf miring dari saya, penulis] yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

6. Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional;

7. Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai jual Objek pajak (NJOP) Rp.1.000.000.000.-

8. atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP;

9. Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp.60.000.000.- atau lebih;

10. Pemilik telepon selular pasca bayar;

11. Pemegang kartu kredit;

12. Pemegang polis atau premi asuransi;

13. Pemegang kartu keanggotaan Golf;

14. Artis;

15. Pemilik atau Penyewa ruang apartemen atau kondominium;

16. Pemilik kapal pesiar atau “yacht”, “speed boat”, dan pesawat terbang;

17. Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa;

18. Pemilik rumah sewa dan kost;

19. Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen;

20. Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.

21. Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP;

22. Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PSL.”
(2001;2)

Pencarian data-data seperti yang telah dikutip diatas, tidak hanya dilakukan oleh KP4, melainkan oleh Kanwil DJP beserta jajarannya. KP4 dapat membantu dalam pencarian data tersebut, apabila sumber data berada diluar kota kedudukan KPP. 
2.4.5 Persiapan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Esktensifikasi Wajib pajak dan Intensifikasi Pajak, sebagai berikut:

          “1. KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP);

2. KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimilik; 

3. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan;

4. KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak;

5. KPP membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif dengan menggunakan formulir. Pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat jawaban Wajib Pajak, formulir pernyataan Wajib Pajak mengenai besarnya peredaran usaha, formulir Surat Setoran Pajak, formulir SPT Masa PPN, formulir Pendaftaran Wajib Pajak, dan Leaflet Penyuluhan Pajak;

6. Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak;”

(2001;2-3)

Persiapan pelaksanaan ekstensifikasi dimaksudkan agar pelaksanaan ekstensifikasi berjalan dengan efektif dan efisien serta tidak salah sasaran. Persiapan juga dilakukan untuk melihat dan menentukan mana yang akan lebih diprioritaskan dalam pelaksanaannya nanti.

2.4.6 Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP. Adapun pelaksanaannya dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Esktensifikasi Wajib pajak dan Intensifikasi Pajak, yaitu sebagai berikut:

“1.  Atas Pemberitahuan yang dikirim kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan:

a. Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP;

b. Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima;

c. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP;

d. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP;

e. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya; atau

f. Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena Pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos).

2. Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan PSL.

3. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 2 [angka 2 dari saya, penulis] sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada huruf a [huruf a dari saya, penulis] dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 2 [angka 2 dari saya, penulis] sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada huruf b [huruf b dari saya, penulis] oleh Seksi PDI data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.

5. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 2 [angka 2 dari saya, penulis] sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada huruf c dan huruf f [huruf c dan huruf f dari saya, penulis], dilakukan PSL.

6. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 2 [angka 2 dari saya, penulis] sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada huruf d dan e [huruf d dan e dari saya, penulis], dilakukan pencocokan dengan data MFL:

a. Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating [huruf miring dari saya, penulis];

b. Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan PSL;

c. Dalam hal Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.”
(2001;3)
Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi dimulai dengan dikirimkannya pemberitahuan kepada wajib pajak yang menjadi sasaran ekstensifikasi. Tindakan selanjutnya tergantung pada respon yang diberikan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Data-data yang didapat akan dicocokkan dengan data di Master File Lokal, apakah benar data-data tersebut belum ada dalam Master File Lokal. Pelaksanaan selanjutnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wajib pajak.
2.5 Peranan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Dalam Menunjang Program Ekstensifikasi Tax Based Atas Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka peranan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dalam menunjang program ekstensifikasi tax based atas Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diketahui dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak, menyebutkan bahwa:

“PSL dalam rangka ekstensifikasi ini dapat dilakukan oleh petugas KPP, KP4 dan petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.”

(2004;1)
Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan merupakan salah satu unit pelaksana Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), dimana PSL ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan program ekstensifikasi.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE–324/PJ./2002 disebutkan bahwa kepala kantor wilayah harus melaksanakan langkah-langkah kegiatan yang proaktif dan efektif dalam rangka peningkatan kesadaran, kepedulian dan kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu dengan cara:

“Mengkoordinir kegiatan pencarian/pengumpulan data dari pihak ketiga yang dilaksanakan oleh para Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.”

(2002;2c)

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa  Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan harus turut serta dalam kegiatan pencarian atau pengumpulan data dari pihak ketiga dalam rangka menunjang program ekstensifikasi wajib pajak.
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